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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
xii 
 
 
 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrop terbalik 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 
2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
xiv 
 
 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan  dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 
utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
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Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 
ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA : MAULANA AMIN THAHIR 
NIM : 10100113139 
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENERAPAN PERMA RI NO. 1 TAHUN 2016 DI 
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB 
Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana PERMA No. 1 Tahun 2016 
tentang mediasi berjalan efektif di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penumpukan 
perkara di pengadilan merupakan salah satu yang menghambat diterapkannya asas 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung 
RI mengeluarkan PERMA baru tentang mediasi pada tahun 2016 untuk merevisi 
PERMA sebelumnya yakni tahun 2008 yang dianggap masih kurang efektif dalam 
menekan kesungguhan pihak yang bersengketa dalam menghadiri proses mediasi. Ada 
beberapa penambahan pasal atau perubahan terhadap PERMA sebelumnya, yang 
dianggap menjadi salah satu faktor pendorong efektivitas penerapan PERMA RI. No. 
1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa. Pokok masalah tersebut 
selanjutnta telah difokuskan dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, 
yaitu: 1) Sejauhmana efektivitas penerapan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 di 
Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB?, 2) Bagaimana indikator keberhasilan 
Mediasi dengan menerapkan PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 
Sungguminasa kelas IB?, 3) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan 
PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang 
lengkap dan valid mengenai efektivitas penerapan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Sedangkan pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan yuridis empiris dengan melihat atau memandang suatu hal yang ada 
dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan yang relevan 
dengan masalah yang dibahas, pendekatan terhadap identifikasi hukum dan 
efektivitasnya. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah Wawancara 
dan Dokumentasi. Wawancara ini dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa selaku mediator. Kemudian Dokumentasi merupakan pengumpulan 
data dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan mediasi, seperti buku 
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register perkara, contoh akta perdamaian, kesepakatan perdamaian, laporan bulanan 
mediasi, dan lain sebagainya. 
Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa PERMA No. 1 Tahun 
2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB telah berjalan efektif berdasarakan 
hasil wawancara dengan para hakim selaku mediator di Pengadilan Agama 
Sungguminasa. Adapun indikator keberhasilannya adalah: 1) para pihak yang 
bersengketa, 2) mediator yang profesional, 3) sarana dan/atau fasilitas mediasi. Dari 
inidikator tersebut, faktor pendukung dan penghambat penerapan PERMA No. 1 Tahun 
2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat diidentifikasi. Salah satu yang 
menjadi faktor pendukungnya adalah mediator yang profesional. Dan salah satu yang 
menjadi faktor penghambatnya adalah para pihak yang tidak beriktikad baik dalam 
proses mediasi.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi 
atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para 
pihak yang bersengketa sangat antagonistis (sangat berlawanan satu sama lain). 
Sehubungan dengan itu, perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian 
sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu 
sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan 
di masyarakat dengan cepat dan biaya murah.  
Disamping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi 
sistem peradilan dalam praktek di Indonesia dikenalkan pula model alternatif baru.  
Alternatif  yang dimaksud diatas cukup popular di Amerika Serikat dan Eropa yang 
dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) adalah alternatif 
penyelesaian sengketa di luar litigasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan 
antara pihak-pihak yang berperkara yang saling menguntungkan (win win solution) 
bukan untuk mencari kalah menang (win or lose) sebagaimana hasil akhir jika 
penyelesaian dilakukan melalui proses litigasi. Dan salah satu alternatif  penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan adalah mediasi.1 
Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat 
dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak 
                                                          
1 Abdul Basith, dkk., “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dalam 
Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Laporan Penelitian Kolektif 
(Malang: 2014), h. 1 
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dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa 
keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat 
menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di 
pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan 
untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus 
(Ajudikatif). 
Hukum acara yang sepanjang ini berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 
154 RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses 
perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke 
dalam prosedur berperkara di Pengadilan Agama. Sambil menunggu peraturan 
perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam 
mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-
undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses 
mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan 
tersebut menjadi landasan. 
Ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang berada 
di dalam pengadilan diatur oleh PERMA NO.1 Tahun 2016. Namun ada juga mediasi 
di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa 
Undang-undang (UU) yang sudah dimuat, seperti UU tentang Lingkungan, UU tentang 
Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Perlindungan Konsumen. 
Eksistensi mediasi merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan 
praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi akan berkorelasi dengan pencapaian 
dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan 
jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke 
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pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam 
memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya 
ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian 
hukum, kemanfaatan dan keadilan. 
Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sangatlah diperlukan. 
Mengingat jumlah perkara yang masuk ke pengadilan meningkat tajam berbanding 
lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Sehingga, jika penyelesaian sengketa 
hanya dilakukan melalui pengadilan, maka akan terjadi penumpukan perkara. Untuk 
menghindari penumpukan perkara serta mendorong masyarakat menyelesaikan 
sengketa melalui proses di luar pengadilan, maka Mahkamah Agung telah 
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 
mediasi di Pengadilan yang merupakan revisi kedua dari  Peraturan Mahkamah Agung 
RI nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2003. 
Studi efektifitas PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam sistem 
peradilan (court annexed mediation) di Indonesia sejak berlakunya Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 
tertanggal 4 Februari 2016 (selanjutnya disebut PERMA), dalam tatanan teoritis dan 
praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan 
penerapan yang lebih komprehensif.2 
Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat beberapa hal yang membedakan antara 
PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. 
                                                          
2 Abdul Basith, dkk., “Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi 
dalam Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, Laporan Penelitian 
Kolektif, h. 2 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 
judul “Efektivitas Penerapan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB” 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus pada penelitian ini adalah untuk membandingkan dan menilai sejauh 
mana efektivitas diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 
Sungguminasa yang sebelumnya menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2008. Peneliti 
akan membandingkan efektivitas dari kedua PERMA tersebut dan akan menilai dari 
segi hukum formil dan materiil, serta asas-asas peradilan. Pada penelitian ini, peneliti 
tidak hanya menilai efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini berdasarkan 
satu jenis perkara saja, akan tetapi semua jenis perkara mulai tahun 2016 yang 
merupakan kompetensi absolut Pengdilan Agama. 
2. Deskripsi Fokus 
Efektivitas Penerapan : Indikator dalam tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 
sebagai sebuah pengukuran dimana 
sebuah target telah tercapai sesuai dengan 
apa yang direncanakan. Indikator yang 
dimaksud disini menekankan kepada 
proses berlangsungnya penerapan 
PERMA No. 1 Tahun 2016 
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PERMA No. 1 Tahun 2016 : Perturan Perundang-Undangan yang 
merupakan perubahan (revisi) atas 
PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 
prosedur mediasi di Pengadilan.  
Mediasi  :  cara penyelesaian sengketa melalui proses 
perundingan untuk memperoleh 
kesepakatan Para Pihak dengan dibantu 
oleh Mediator 3 
Pengadilan Agama Sungguminasa : Pengadilan Agama yang bertempat di 
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi 
Selatan 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi diatas, maka peneliti merumuskan 
masalah yang akan diteliti dalam rumusan sebagai berikut: 
1. Sejauhmana efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kelas IB? 
2. Bagaimana keberhasilan Mediasi dengan menerapkan PERMA No. 1 Tahun 
2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB? 
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan PERMA No. 1 Tahun 
2016 tentng prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B? 
 
                                                          
3 Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan”, pasal 1 ayat (1) 
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D. Kajian Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian mengenai efektivitas penerapan PERMA No. 1 
Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa penulis menemukan buku dan karya 
tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini, 
diantaranya ialah: 
Buku yang berkaitan dengan masalah yang akan kami bahas adalah buku 
karangan Fatahillah A. Syukur yang berjudul, “Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang 
dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan”. Buku ini membahas tentang 
mediasi yudisial di Indonesia. 
Selain buku, peneliti juga menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan 
dengan penelitian ini yaitu skripsi dengan judul “Penerapan Mediasi dalam 
Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2010-2013 (Studi 
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008)”. Akan tetapi skripsi yang akan 
diambil tersebut meneliti PERMA No. 1 Tahun 2008, jadi peneliti belum mendapatkan 
skripsi yang membahas mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016. 
Berdasarkan buku dan karya ilmiah diatas, peneliti menyimpulkaan bahwa 
penilitian dengan judul “Efektivitias penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di 
Pengadilan Agama Sungguminasa” belum pernah dibahas sebelumnya.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka 
tujuan dan kegunaan (manfaat) penulis melakukan penelitian ini antara lain sebagai 
berikut: 
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1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 
di Pengadilan Agama Sungguminasa 
b. Untuk mengetahui indikator apa saja yang menjadi ukuran terhadap keberhasilan 
mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan diterapkannya PERMA No. 1 
Tahun 2016  
c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan PERMA No. 1 
Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa 
2. Kegunaan atau Manfaat Penelitian 
a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pembaca tentang proses 
beracara baik litigasi maupun non litigasi 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melihat 
sejauh mana peraturan baru tentang mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 
2016 dapat memberikan pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat 
tentang adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 yang masih diterapkan dalam beberapa 
Pengadilan 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Umum 
1. Pengertian Mediasi 
Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang 
berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak 
ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan 
sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada 
pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu 
menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga 
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Allah swt 
berfirman dalam QS Al-Hujurat/49:9 
 
 ﻲِﻐْﺒَـﺗ ِﱵﱠﻟا اﻮُِﻠﺗﺎَﻘَـﻓ ٰىَﺮْﺧُْﻷا ﻰَﻠَﻋ َﺎُﳘاَﺪْﺣِإ ْﺖَﻐَـﺑ ْنَِﺈﻓ  ◌ۖ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ اﻮُﻠَـﺘَﺘْـﻗا َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا َﻦِﻣ ِنﺎَﺘَِﻔﺋَﺎﻃ ْنِإَو
ﲔِﻄِﺴْﻘُﻤْﻟا ﱡﺐُِﳛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِإ  ◌ۖ اُﻮﻄِﺴَْﻗأَو ِلْﺪَﻌْﻟِﺎﺑ ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ اﻮُﺤِﻠْﺻََﺄﻓ ْتَءَﺎﻓ ْنَِﺈﻓ  ◌ۚ ِﻪﱠﻠﻟا ِﺮَْﻣأ َٰﱃِإ َءﻲِﻔَﺗ ٰﱠﱴَﺣ 
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah 
kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang 
lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada 
perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku 
adil.” 
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Mediasi adalah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. 
Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di 
mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang 
mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para 
pihak yang bersengketa.  
Mahkamah Agung dengan PERMA No. 2 Tahun 2003 memakai sistem 
mediasi, dalam hal ini Pengadilan setelah memanggil pihak-pihak untuk bersidang, 
kemudian para pihak datang menghadap, maka Ketua Majelis Hakim wajib menunda 
persidangan guna menempuh perdamaian dengan para pihak menunjuk mediator, boleh 
jadi kesepakatan para pihak untuk menunjuk salah seorang Hakim di Pengadilan atau 
Paniter/Panitera Pengganti, atau orang lain diluar daftar mediator yang ada di 
Pengadilan.  
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Mediasi ini adalah upaya Majelis Hakim menasihati pihak-pihak berperkara 
dalam persidangan pertama tersbut, kemudian menawarkan kepada para pihak atau 
wakilnya agar mau menyelesaikan sengketanya secara damai.1  
Dibanding proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum 
dan perbuatan yang telah dilakukan, mediasi mempunyai keunggulan karena 
mempertimbangkan kepentingan masa depan keluarga dan menjaga keutuhan keluarga 
terutama untuk kepentingan masa depan anak, ajaran agama juga mengajarkan 
penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan 
hanya dihadiri para pihak dan mediator, yang terikat etika dan kode etik untuk menjaga 
kerahasiaan. Menghindarkan pelaku pada pidana penjara dan stimatisasi serta 
pergaulan dalam penjara yang cenderung menyebabkan orang menjadi recidive.2 
2. Mediator 
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, Mediator adalah pihak netral yang 
membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian3. Sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim 
atau pihak lain yang memilik Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu 
Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 
                                                          
1 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(Ed 1. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 322-323 
2 Lilliana Tedjosaputro dan Krismiyarsi, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Melalui 
Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT”, Jurnal Kriminologi Indonesia, 
vol. 8 No. 1 (Mei 2012), h.62. http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1081/993 (Diakses 2 
November 2016). 
3 Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan”, Bab I pasal 1 ayat (6) 
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penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah 
penyelesaian.4. Dari kedua perbedaan pengertian tersebut menunjukkan bahwa 
PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih menekankan kepada Hakim atau pihak lain yang 
mempunyai sertifikat mediator. Pelatihan sertifikasi mediator yang dilakukan oleh 
lembaga terakreditasi mempunyai silabus 40 jam yang biasanya diadakan selama 4 atau 
5 hari. Kurikulum yang terdapat dalam pelatihan ini terdiri dari 30% teori dan 70% 
praktek dalam bentuk simulasi, permainan (games) dan praktek peran (role play). 
Sebelum memulai pelatihan, peserta diberikan Ujian Awal (pre-test) berisikan teori 
dasar mediasi sebagai sarana bagi instruktur untuk mengetahui sampai sejauh mana 
pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai mediasi. Pada akhir pelatihan, para 
peserta diwajibkan untuk mengikuti Ujian Akhir Teori (post-test) dan Praktek menjadi 
Mediator sebagai syarat kelulusan untuk menjadi mediator di pengadilan. 
Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia 
dapat menggunakan asas ex aequo et bono (kepatutan dan kelayakan). Karena sifatnya 
ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa-
sengketa yang sensitif. Sengketa tersebut termasuk didalamnya adalah sengketa yang 
memiliki unsur politis, disamping sudah barang tentu sengketa hukum5 
Mediator sebagai pihak ketiga netral, independen dan tidak memihak dan 
ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), mediator 
berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak 
dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan 
                                                          
4 Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan”, Bab I pasal 1 ayat (2)  
5 Rudolf L. Bindschedler, Good Offices, dalam R. Berhardt, Ensyclopedia of Public 
International Law, (Instalment 1, 1981), h. 48 
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pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para 
pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, 
mediator ini berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang 
bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan 
oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator 
dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak 
yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang 
kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus 
mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di 
antar kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling 
menguntungkan (win-win). Baru setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas 
proposal yang diajukan (beserta segala revisi atau perubahannya) untuk penyelesaian 
masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara 
tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator juga 
diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah 
ditandatangani oleh kedua belah pihak.6 
B. Sejarah Perkembangan Mediasi di Indonesia 
Istilah mediasi baru populer di Indonesia pada tahun 2000-an. Jika melihat 
proses mediasi, akar-akar penyelesaian sengketa melalui cara ini sudah dikenal jauh 
sebelum kemerdekaan, dimana seseorang yang terlibat dalam persengketaan, cara 
menyelesaikan perkara penyelesaiannya dilakukan dengan cara damai dan melibatkan 
                                                          
6 Gunawan Widjadja, Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa (Ed. I Cet. 2; 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 91-92 
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pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama 
atau pimpinan adat. Cara penyelesaian sengketa dengan cara damai di atas, kini telah 
dilembagakan di Amerika sebagai salah satu alternatif dispute resolution. 
Di beberapa negara Eropa, mediasi tumbuh berkembang dengan pesat dan 
menjadi disiplin ilmu dalam perkuliahan. Di Indonesia mediasi kini menjadi sesuatu 
yang baru dan secara resmi digunakan dalam proses berperkara di Pengadilan sejak 
dikeluarkannya Perma No. 2 tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. 
Penggunaaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini 
dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti kecenderungan manusia untuk 
menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (win-win solution), proses berperkara 
di pengadilan yang lama dan biaya mahal, serta menumpuknya perkara di pengadilan, 
sehingga penyelesaian litigasi kadang menimbulkan masalah yang lebih panjang, dan 
lain sebagainya. 
Latar belakang munculnya mediasi di Indonesia, penyelesaian damai terhadap 
sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Cara ini dipandang lebih baik dari pada 
penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (contentious). Di Indonesia 
penyelesaian sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia 
merdeka. Seperti penyelesaian masalah melalui Forum Runggun Adat dalam 
masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara 
musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui 
lembaga hakim perdamaian yang mana hakim tersebut sebagai mediator atau 
fasilitator. Demikian pula di Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui 
musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama. 
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Istilah mediasi (meditiation) pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1970-
an. Menurut Robert D. Benjamin (Direktor of Mediation and Conflict Management 
Services in St. Louis, Missouri) bahwa mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan 
secara formal digunakan dalam proses Alternative Dispute Resolution / ADR di 
California, dan ia sendiri baru praktek menjadi mediator pada tahun 1979. Chief Justice 
Warren Burger pernah mengadakan konferensi yang mempertanyakan efektivitas 
administrasi pengadilan di Saint Paul pada 1976. Pada tahun ini istilah ADR secara 
resmi digunakan oleh American Bar Association (ABA) dengan cara membentuk 
sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa. Dan pada perkembangan 
berikutnya pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat memasukkan ADR dalam 
kurikulum pendidikan, khususnya dalam bentuk mediasi dan negoisasi.  
Pada dasarnya munculnya mediasi secara resmi dilatarbelakangi adanya realitas 
sosial dimana pengadilan sebagai satu satu lembaga penyelesaian perkara dipandang 
belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik 
terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor, antara lain penyelesaian 
jalur litigasi pada umumnya lambat (waste of time), pemriksaan sangat formal 
(folrmalistic), sangat teknis (technically), dan perkara yang masuk pengadilan sudah 
overloaded. Disamping itu keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan 
kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara. 
Hal ini berbeda jika penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, dimana 
kemauan para pihak dapat terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya. Penyelesaian ini 
mengkedepankan kepentingan dua pihak sehingga putusannya bersifat win-win 
solution. Latar belakang kelahiran mediasi diatas tidak jauh berbeda dengan apa yang 
terjadi di Indonesia. Oleh karenanya keberadaan mediasi menjadi sangat penting di 
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tengah semakin banyaknya perkara yang masuk di pengadilan. Cara penyelesaian 
sengketa jalur non litigasi ini sudah diperkenalkan sejak masa pemerintahan Belanda. 
Cara ini dilakukan dengan penerapan cara-cara damai sebelum perkara disidangkan. 
Pertama kali aturan-aturan tersebut diperkenalkan oleh pemerintahan Hindia Belanda 
melalui Reglement op de burgerlijke Rechtvordering atau disingkat Rv pada tahun 
1894. Disamping itu pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa aturan 
melalui surat edaran, peraturan-peraturan, dan perundangan-undangan.  Tentang 
beberapa aturan tersebut dapat dibaca pada uraian tentang landasan yuridis mediasi di 
Indonesia. Penyelesaian non litigasi ini telah dirintis sejak lama oleh para ahli hukum. 
Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara merasa paling bertanggungjawab 
untuk merealisasikan undang-undang tentang mediasi. MA menggelar beberapa Rapat 
Kerja Nasional pada September 2001 di Yogyakarta yang membahas secara khusus 
penerapan upaya damai di lembaga peradilan. Hasil Rakernas ini adalah SEMA No. 1 
tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga 
Damai. MA juga menyelenggarakan temu karya tentang mediasi pada Januari 2003. 
Hasil temu karya tersebut adalah Perma No. 2 tahun 2003. Semangat untuk 
menciptakan lembaga mediasi sudah ada sejak Ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, Bagir Manan menyampaikan pidatonya pada 7 Januari 2003 dalam temu 
karya mediasi. Bagir Manan mendorong pembentukan Pusat Mediasi Nasional 
(National Mediation Center). Delapan bulan kemudian, tepatnya 4 September 2003 
Pusat Mediasi Nasional resmi berdiri, sesaat sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan 
Perma No. 2 tahun 2003. Landasan Yuridis Berdasarkan realitas, pelaksanaan mediasi 
di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan non 
peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-
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lainnya. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan 
menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan atau yang 
dikenal dengan court mandated mediation dan mediasi di luar peradilan. Mediasi yang 
dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu 
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003. Mediasi dapat dibagi menjadi 2 
kategori, yakni: 
1. Mediasi Secara Hukum, yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta 
para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara 
menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi 
Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan 
negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah 
untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantive. Surat Edaran tersebut 
mengatur antara lain: 
a. Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguhsungguh 
mengusahakan perdamaian dengan menerpkan ketentuan pasal130 HIR/154 RBg, 
tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang 
telah biasa dilakukan selama ini. 
b. Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu 
para pihak yang berpekara untuk mencapai perdamaian. 
c. Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat 
menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga 
objektifitas.  
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d. Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat 
diperpanjang, apabila ada alas an untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan 
negeri.  
e. Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan 
ditandatangan oleh para pihak. 
Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan 
Mahkamah Agung RI (PERMA) No.02 tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung 
No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan 
Lembaga damai, karena dipandang belum lengkap. Pertimbangan ditetapkannya 
PERMA ini adalah: 
a. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi 
salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di 
pengadilan.  
b. Proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para 
pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan mendapatkan penyelesaian 
sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan. 
c. Pelembagaan proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan 
meaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. 
 
2. Mediasi Pribadi. 
Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu 
sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat /pandangan para ahli 
yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para 
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pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka 
mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan. Langkah-
langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah: 
a. Para Pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah 
Sukarela 
b. Seleksi terhadap mediator, yang dilakukan oleh para piihak yang bersengketa. 
c. Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan dilakukan 
oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya. 
d. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut: 
1) Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan. 
2) Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk 
didiskusikan. 
3) Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu. 
4) Kesiapan memecahakan masalah. 
5) Kerjasama memecahkan masalah. 
6) Membuat suatu persetujuan tertulis.7 
Kemudian PERMA No. 2 Tahun 2003 direvisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 
2008. Lahirnya mediasi pengadilan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 merupakan 
penegasan ulang terhadap PERMA sebelumya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003. 
Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama 
dalam perkara kasasi, mediasi diharapkan menjadi instrumen efektif dalam proses 
penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang 
                                                          
7 Asmawati, “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”, Jurnal Ilmu 
Hukum (Maret, 2014), h. 58-60. http://online-
journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/1959/1307. (Diakses 2 November 2016).  
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lebih besar kepada para pihak menentukan penyelesaian yang memuaskan dan 
memenuhi rasa keadilan. 
Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2008 direvisi lagi menjadi PERMA No. 1 
Tahun 2016 yang hingga sekarang digunakan oleh pengadilan agama maupun 
pengadilan negeri. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi Pengacara 
Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Thalis Noor Cahyadi, 
mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara PERMA No.1 
Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi. 
Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 
30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya 
kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan 
Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah 
seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi 
berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat 
tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, 
tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling 
baru adalah adanya aturan tentang “Itikad Baik” dalam proses mediasi dan akibat 
hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.8 
 
 
 
                                                          
8 “Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, hukumonline.com, 10 
Februari 2016, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-
diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016, (10 Februari 2016) 
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C. Prosedur Penyelesaian Sengketa yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 
Salah satu keunggulan utama mediasi bila dibandingkan dengan proses 
pemeriksaan perkara (litigasi) di pengadilan adalah prosedurnya yang relatif lebih 
cepat, murah dan sederhana. Sinergi antara kewibawaan hakim dan pengadilan serta 
keunggulan waktu mediasi yudisial inilah yang membuat metode ini berkembang pesat 
di seluruh dunia. Di Indonesia, proses mediasi yudisial di pengadilan hanya 
berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan sejak penunjukan mediator sampai mencapai 
kesepakatan9. Waktu ini jauh lebih cepat dibanding proses persidangan yang 
mengahabiskan waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan kasus di tingkat pertama 
(pengadilan negeri)10. Belum lagi kalau sebuah kasus mencapai tingkat banding, kasasi 
atau peninjauan kembali, kasus tersebut dapat memakn waktu sampai 7-12 tahun.11 
“Sederhana, cepat dan biaya ringan” merupakan asas yang tidak kalah 
pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam UU. No. 4 tahun 2004. Yang 
dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak 
berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau 
diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas 
yang sukar difahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (dubieus), sehingga 
memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian 
hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka 
pengadilan. 
                                                          
9 PERMA NO.1 Tahun 2016, pasal 24 ayat (2) 
10 Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1992 
11 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 154 
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Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas 
merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanyajalannya 
peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada 
berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh 
hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai 
bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau 
minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka 
cepat jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah 
kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.  
Ditentukan dengan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang 
tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk 
mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.12 
Efisiensi dan efektivitas metode yang dimiliki membuat mediasi semakin 
mendapat pengaruh dan dukungan hingga sudah dipakai sebagian dari sistem peradilan 
di banyak negara. Mediasi dalam sistem peradilan memberikan angin segar di tengah 
tersendatnya proses litigasi yang menyelesaikan perkara dengan waktu lebih lama, 
berbiaya tinggi dan dengan prosedur legal formal yang kompleks.13 
D. Kedudukan dan Peran Mediasi dalam Menjalankan Sengketa di Pengadilan 
Mediasi di dalam Pengadilan (court annexed mediation) mulai berlaku di 
Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 
                                                          
12 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Ed. VIII Cet. 1; Yogyakarta: 
Liberty Yogyakarta, 2009), h. 36 
13 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan (Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 49 
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2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan menyempurnakan 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan 
Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Damai sebagaimana diatur 
dalam pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) dan pasal 154 Rechtsreglement 
voor de Buitengewesten (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg sebagaimana diketahui 
mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu 
mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.  
Dengan berlakunya PERMA No 2 Tahun 2003, mediasi bersifat wajib bagi 
seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Untuk 
mendukung pelaksanaan PERMA No 2 Tahun 2003, pada tahun 2003-2004 Mahkamah 
Agung melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi di empat Pengadilan Negeri (PN) 
yang menjadi pilot court, yaitu PN Bengkalis, PN Batu Sangkar, PN Surabaya, dan PN 
Jakarta Pusat. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran 
tentang penerapan hasil Pelatihan Sertifikasi Mediator bagi Hakim di empat pengadilan 
tersebut. Selain pelatihan bagi hakim, juga dilakukan pelatihan bagi panitera di empat 
pengadilan yang menjadi pilot court tersebut tentang pendokumentasian proses mediasi 
bagi para Panitera. Dari pelatihan itu, dihasilkan formulir-formulir yang diharapkan 
menjadi acuan bagi pengadilan-pengadilan lainnya sehingga pendokumentasian dan 
pengarsipan berkas proses mediasi menjadi seragam. Selain empat pengadilan yang 
menjadi pilot court, Pelatihan Sertifikasi Mediator juga dilakukan di Semarang, 
ditujukan bagi Hakim di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, diikuti dengan pemantauan 
ke berbagai Pengadilan Negeri Provinsi tersebut. 
Pada tahun 2008, PERMA No. 2 Tahun 2003 diganti dengan PERMA No. 1 
Tahun 2008. Dalam bagian menimbang PERMA ini disebutkan “bahwa setelah 
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dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan 
PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang 
bersumber dari PERMA tersebut sehingga PERMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi 
dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses 
berperkara di Pengadilan”.  
Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, sifat wajib mediasi dalam proses berperkara 
di Pengadilan lebih ditekankan lagi. Ini dapat dilihat dengan adanya pasal yang 
menyatakan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan PERMA itu 
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan 
putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008). Sementara 
Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa Hakim dalam 
pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan 
telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator 
untuk perkara tersebut.  
Untuk implementasi dari PERMA No. 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung (MA) 
menunjuk empat Pengadilan Negeri sebagai pilot court, yaitu PN Jakarta Selatan, 
Bandung, PN Bogor, dan PN Depok. MA juga menerbitkan buku Komentar PERMA 
No. I Tahun 2008 dan buku Tanya Jawab PERMA No. 1 Tahun 2008 serta video tutorial 
pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang seluruhnya dapat diakses melalui website 
Mahkamah Agung. Setelah enam tahun berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, 
akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 
2016. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 
kosntruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis 
berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu 
sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam 
suatu kerangka tertentu.1 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (field 
research) kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 
ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas 
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 
kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 
penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.2 Penelitian kualitatif merupakan 
metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang –oleh sejumlah 
individu atau sekelompok orang– dianggap berasal dari masalah sosial atau 
kemanusiaan. Proses penelitian kulitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang 
spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema 
yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk 
penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat 
                                                          
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet III; Jakarta: UI-Press, 1986), h. 42 
2 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.  
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dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya 
induktif, berfokus terhadap makna invdividual, dan menerjemahkan kompleksitas 
suatu persoalan.3 Peneliti akan mendeskripsikan apa saja yang menjadi perubahan di 
PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan melihat efektivitas penerapannya di Pengadilan 
Agama Kelas IB. Sedangkan lokasi penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas IB bertempat di Jalan Mesjid Raya, Sungguminasa yang telah 
menerapkan peraturan baru mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 
2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 
penelitian hukum empiris (sosiologis). Menurut Bambang Sugono, penelitian hukum 
sosiologis atau empiris terdiri dari: 
a. Penelitian terhadap identifikasi hukum; 
b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.4 
Oleh karena penelitian ini akan mengkaji mengenai efektivitas penerapan 
PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa, maka pendekatan 
penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris 
(sosiologis) dengan memperhatikan kasus-kasus yang telah diselesaikan dengan 
menerapkan PERMA tersebut. 
 
                                                          
3 John W. Creswell, Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches (Cet. III; California: SAGE Publications, 2009), h. 4-5  
4 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum (Ed. I Cet. 1; Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 1997), h. 43 
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C. Sumber Data 
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan 
dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain 
dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut 
keperluan mereka.5 Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Sebagai titik tolak, akan dipelajari terlebih dahulu data sekunder yang 
ada terutama mencakup bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-
undangan. Hal ini dilakukan atas dasar asumsi, bahwa penegakan hukum yang efektif, 
senantiasa tergantung pada kaitan dari empat faktor, yaitu: 
1. Peraturan perundang-undangan; 
2. Penegak hukum; 
3. Fasilitas 
4. Derajat kepatuhan warga masyarakat. 
Atas dasar asumsi tersebut diatas, maka pada tahap pertama akan dilakukan 
analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasikan secara 
sistematis. Analisa tersebut dimaksudkan untuk mengadakan identifikasi terhadap 
kelemahan-kelemahan yang mungkin ada. Kemudian, dilakukan penelitian terhadap 
masyarakat dan mediator, dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor sosial 
apakah yang memepengaruhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada. 
Dengan demikian, akan dapat diperoleh suatu gambaran mengenai ruang lingkup 
penelitian secara menyeluruh. 
                                                          
5 S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 143.   
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Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah berikut: 
a. Data Primer 
Data primer diperoleh di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sumber data primer 
ini adalah hasil wawancara kepada pihak yang menguasai PERMA tentang mediasi 
khususnya terhadap mediator, baik hakim maupun pihak lain yang bersertifikat 
mediator. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama 
Sungguminasa mengenai mediasi yang telah mereka laksanakan. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pelaksanaan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Teknik wawancara 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi,6 yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara 
(interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.7 Peneliti akan melakukan 
                                                          
6 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: CV. 
Andi Offset, 2006), h. 37 
7 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 
2007), h. 186 
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wawancara kepada pihak yang menguasai PERMA tentang mediasi khususnya 
terhadap mediator, baik hakim maupun pihak lain yang bersertifikat mediator. 
 
2. Obeservasi 
Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya 
melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.8 
Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta 
memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.9  
Pada metode ini peneliti akan melakukan pengamatan pada proses 
dilaksanakannya mediasi yang telah menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di 
Pengadilan Agama Sungguminasa. 
 
3. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan 
harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak 
terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter 
terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan 
harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan 
                                                          
8Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 
h. 142 
9 I Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: CV. 
Andi Offset, 2006), h. 37 
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flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain.10 Gottschalk menyatakan bahwa 
dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses 
pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, 
lisan, gambaran, atau arkeologis.11 Pada metode ini peneliti akan mengambil 
dokumentasi di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, 
meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap 
bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara 
akademik maupun logiknya12 
Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya.13 
  
                                                          
10Fitwiethayalisyi, “penelitian kualitatif (metode pengumpulan data), ”https: 
//fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif- metodepengumpulan-data/ 
(24 November 2015) 
11 Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Method, terj. Nugroho 
Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 127 
12 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfa 
Beta, 2009), h. 305 
13 Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 306  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena 
akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. 
Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dalam penulisan ilmiah 
ini, penulis menggunakan analisis deskrtiptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang 
dihasilkan dari data deskriftif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan 
juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Gedung Pengadilan Agama Sungguminasa pertama kali beralamat di Jalan 
Andi Mallombassang No. 57 Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, 
Kabupaten Gowa, dan gedung baru Pengadilan Agama Sungguminasa sejak tahun 
2009 beralamat di Jalan Masjid Raya No. 25, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan 
Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah 
Agung RI. Adapun gambaran umum tentang Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 
sebagai berikut:1 
1. Kondisi Geografis 
Letak astronomi gedung kantor Pengadilan Agama Sungguminasa adalah 
5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT dengan ketinggian daerah/attitude berada pada 25 
meter di atas permukaan laut. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) adalah 
sebagai berikut: 
a. Utara: Kota Makassar 
b. Selatan: Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
c. Timur: Kecamatan Pattalassang 
d. Barat: Kecamatan Pallangga 
                                                          
1 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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2. Kondisi Demografis  
Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 
jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2, klasifikasinya 
sebagai berikut:2 
a. Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 
b. Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 
3. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi 
Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut 
“Somba” atau “Raja”. Daerah TK. II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak 
beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK. II yang didasari oleh 
terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. 
II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang–Undang Nomor 
2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Tambahan 
Lembaran Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK. II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang 
Karaeng Lalowang “yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir 
Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja 
Gowa ke XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa 
didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” 
(Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa 
                                                          
2 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara 
merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, 
yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama 
Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat 
Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-
perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 
1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.3 
4. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi, maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah 
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a 
dan imam pada shalat I’ed. 
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 
Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa 
secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang 
ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian 
Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 
                                                          
3 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di 
bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 
Desa. Dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 
37/KMA/SK/II/2017, maka diangkatlah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II 
menjadi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB pada tanggal 09 Februari 
2017.4 
5. Visi dan Misi5 
a. Visi Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “mewujudkan lembaga yang 
memberikan jaminan kepastian bagi penyelenggara peradilan dan pelayanan”.  
b. Misinya adalah “terwujudnya standar operasional prosedur dalam 
penyelenggaraan persidangan dan pelayanan, menjadikan lembaga peradilan 
yang mampu dijangkau oleh masyarakat, meningkatkan kinerja peradilan 
berbasis teknologi informasi dan mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis 
kinerja”. 
Untuk mencapai Visi mewujudkan lembaga yang memberikan jaminan 
kepastian bagi penyelenggara peradilan dan pelayanan, Pengadilan Agama 
Sungguminasa melakukan berbagai program pembenahan, peningkatan serta 
perwujudan yang menyentuh seluruh bidang stakeholder terkait, dan berupaya 
                                                          
4 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
5 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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memperkuat supporting unit yang ada yang keseluruhannya tertuju pada pelayanan 
pencari keadilan.  
Secara internal, dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut diatas, maka 
seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa akan berusaha secara optimal 
untuk menggapai capaian yang signifikan atas kegiatan dimaksud. Terkait hal 
tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa akan bertumpu pada beberapa tenaga 
SDM yang tersedia dan siap pakai sebagai supporting unit. 
Sedangkan secara eksternal, selain keberadaan (pro-aktif) masyarakat yang 
tidak bisa lepas dari pencapaian Visi-Misi, maka pelayanan terhadap stakeholder 
terkait (baik vertikal maupun horisontal) menjadi faktor terpenting sebagai bagian 
dari proses mewujudkan Visi dan Misi PA Sungguminasa 2016, khususnya para 
masyarakat pencari keadilan dan entitas lawyer. Program manajemen peradilan 
yang secara langsung berkaitan dengan masyarakat diantaranya pelaksanaan sidang 
keliling, pembebasan biaya perkara dan Pos bantuan hukum.6 
6. Tugas Pokok dan Fungsi 
a. Tugas Pokok 
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-
                                                          
6 “Rencana Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Sungguminasa” (Perencanaan 
Anggaran dan Kegiatan), (Januari 2016), h. 3-4. 
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orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 
zakat, infak, shodaqoh, ekonomi Syari’ah. 
b. Fungsi 
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
1) Fungsi mengadili (judicial power) 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-
perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 
pertama. 
2) Fungsi pembinaan 
Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 
struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 
yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, 
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.  
3) Fungsi pengawasan 
Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / 
Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 
dengan seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 
kesekretariatan serta pembangunan.  
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4) Fungsi nasehat 
Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi 
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.  
5) Fungsi administratif 
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 
dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan).  
6) Fungsi lainnya : 
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat 
dengan instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam 
dan lain-lain. 
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan 
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang 
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 
KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 
 
7. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun: 
a. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
b. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982)  
c. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984)  
d. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992)  
e. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif), (   -   )  
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f. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995)  
g. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998)  
h. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003)  
i. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004)  
j. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007)  
k. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012)  
l. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017)  
n. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang) 
 
B. Efektivitas Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas IB 
Menurut Fatahillah A. Syukur, yang dimaksud dengan mediasi dalam 
konteks Indonesia adalah proses perdamaian dimana suatu sengketa (mediasi) 
perdata di pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah 
seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang 
perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan 
majelis hakim pemeriksa perkara.7 
Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada enam 
mediator yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 
                                                          
7 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 43 
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Adapun dari hasil wawancara tersebut, peneliti akan merumuskan tabel presentase 
penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
𝜌𝜌 = 𝑓𝑓
𝑛𝑛
𝑥𝑥100 
Tabel Presentase Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 
di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
No. Klasifikasi Frekuensi (𝒇𝒇) Presentse (𝜌𝜌) 
1 Efektif 4 67 
2 Tidak Efektif 2 33 
Jumlah 6 100 
Keterangan:  
𝜌𝜌 = Presentase 
𝑓𝑓 = Frekuensi (Jumlah Hakim) 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari enam hakim, terdapat empat 
hakim yang menyatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah efektif 
diterapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa yang sebagian besar beralasan 
bahwa dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur ketentuan mengenai iktikad baik 
dari para pihak. Hal ini merupakan penguatan implementasi dan tekanan bagi para 
pihak untuk menghadiri secara sungguh-sungguh proses mediasi.8 Sedangkan 
hakim mediator yang menyatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak efektif 
diterapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa hanya dua orang dengan presentase 
33% dengan alasan di Pengadilan Agama Sungguminasa hanya memiliki seorang 
                                                          
8 Hasil wawancara dengan Drs. H. Ahmad Nur, M.H., Ketua Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2017. 
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hakim yang bersertifikat.9 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa PERMA No. 
1 Tahun 2016 sudah efektif diterapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Adapun Laporan mediasi mulai dari Januari sampai Desember 2016 dapat dilihat 
pada tabel berikut:10 
No. BULAN 
Perkara 
Diterima 
Bulan Ini 
Jumlah 
Perkara yang 
Dimediasi 
Laporan Penyelesaian 
Mediasi 
Masih 
Dalam 
Proses 
Mediasi 
Tidak 
berhasil Berhasil Gagal 
 
1 2 4 6 7 8 9 10 
1 JANUARI 109 11 11 0 0 0 
2 FEBRUARI 89 18 16 0 0 2 
3 MARET 84 21 10 0 0 11 
4 APRIL 84 17 7 1 0 9 
5 MEI 74 19 9 0 0 10 
6 JUNI 49 13 3 0 0 10 
7 JULI 74 5 2 1 0 2 
8 AGUSTUS 84 15 4 1 0 10 
9 SEPTEMBER 76 8 3 0 0 5 
10 OKTOBER 100 18 7 0 0 11 
11 NOVEMBER 85 16 9 0 0 7 
12 DESEMBER 41 8 5 0 0 3 
JUMLAH 949 169 86 3 0 0 
 
Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dari 169 perkara yang dimediasi 
hanya 3 yang berhasil. Hal ini disebabkan karena kompleksitas suatu kasus yang 
dimediasi, bukan karena peraturannya. Jika dinilai efektivitas dari segi 
keberhasilannya, maka PERMA tersebut belum efektif, akan tetapi dalam penelitian 
ini indikator efektivitas dititikberatkan kepada proses penerapannya beserta 
                                                          
9 Hasil wawancara dengan Uten Thahir, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2017. 
10 Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa 
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prosedur-prosedur yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Efektivitas 
penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak terlepas dari beberapa pasal-pasal 
tambahan dan perubahan dari PERMA sebelumnya, yang akan peneliti 
klasifikasikan sebagai berikut:11 
1. Waktu Pelaksanaan Mediasi 
Dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di 
atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan 
perintah melakukan mediasi. 
b. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 
paling lama 30 hari. 
c. Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai 
alasan. 
Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat 
dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. 
Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama 
lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari. 
2. Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi 
Perma No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan 
mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi 
harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut 
                                                          
11 Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 
Mediasi di Pengadilan” 
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proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang 
menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu: 
a. Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-
turut. 
b. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir 
meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut. 
c. Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi. 
d. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara. 
e. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian. 
Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, 
mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini 
dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu: 
a. Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik 
1. Penggugat yang tidak berittikad baik gugatannya dinyatakan tidak 
diterima (NO) 
2. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. 
3. Mediator menyatakan Penggugat tidak berittikad baik dalam laporan 
mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. 
4. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar 
persidangan dan mengeluarkan putusan. 
5. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran 
tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat. 
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b. Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beriktikad Baik 
1. Tergugat yang tidak berittikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi. 
2. Mediator menyatakan Tergugat tidak berittikad baik dalam laporan 
mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarannya. 
3. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum 
melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak 
berittikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar. 
4. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan 
yang telah berkekuatan hukum tetap. 
5. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui 
kepaniteraan. 
 
3. Biaya Mediasi 
Dalam Perma No. 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan 
secara rinci dan jelas. Berbeda dengan perma no 1 tahun 2008 yang hanya 
menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam 
Perma No 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa: 
a. Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian 
dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, 
biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, 
dan lain-lain. 
b. Penggunaan Mediator hakim dan aparatur pengadilan tidak dipungut biaya 
jasa. 
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c. Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan 
kesepakatan Para Pihak  
d. Biaya pemanggilan Para Pihak untuk meghadiri proses mediasi dibebankan 
kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara. 
e. Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau 
berdasarkan kesepakatan Para Pihak. 
f. Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya 
pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian 
di Pengadilan Agama 
 
4. Jenis Mediasi yang Diatur 
a. Mediasi Wajib  
Mediasi wajib ini adalah mediasi yang dilaksanakan pada hari persidangan 
dimana para pihak hadir berdasarkan panggilan yang resmi dan patut dan sebelum 
pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dalam proses mediasi wajib, masing-
masing komponen yang terlibat mempunyai tugas dan fungsi untuk menyukseskan 
terlaksananya mediasi. Adapun tugas dan kewajiban masing-masing komponen 
adalah: 
1. Tugas dan Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara 
a. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim 
Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak menempuh mediasi. 
b. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada Para 
Pihak. 
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Hal-hal yang wajib dijelaskan, meliputi: 
a. Pengertian dan manfaat mediasi. 
b. Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut 
akibat hukum perilaku tidak berittikad baik dalam proses mediasi. 
c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan 
pegawai pengadilan. 
d. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian 
atau pencabutan gugatan. 
e. Kewajiban Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. 
 
Setelah menjelaskan, Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir 
yang memuat: 
1. Para Pihak telah mendapatkan penjelasan  
2. Para Pihak telah memahami penjelasan. 
3. Para Pihak bersedia menempuh mediasi dengan ittikad baik: 
Setelah formulir ditandatangani, dimasukkan dalam berkas perkara. 
Keterangan mengenai penjelasan dan penandatanganan formulir dimuat dalam 
Berita Acara Sidang (BAS) 
1. Tugas dan Kewajiban Panitera Yang Bersidang 
a. Mencatat Penjelasan Hakim Pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir 
penjelasan dalam Berita Acara Sidang (BAS) 
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b. Menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara 
tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada 
Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama. 
c. Berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi. 
d. Berkoordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi untuk 
memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan 
mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara 
(SIPP) 
2. Tugas dan Kewajiban Mediator 
a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk 
saling memperkenalkan diri. 
b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak. 
c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil 
keputusan. 
d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak  
e. Menjelaskan tentang kaukus  
f. Menyusun jadwal mediasi  
g. Mengisi formulir jadwal mediasi Memberikan kesempatan kepada Para Pihak 
untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian  
h. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan  
i. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali 
kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan 
bekerjasama mencapai penyelesaian  
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j. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan 
perdamaian. 
k. Menyampaikan laporan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara. 
l. Menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak tidak berittikad baik dan 
menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara  
m. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya  
3. Kewajiban Kuasa Hukum 
a. Kuasa Hukum berkewajiban membantu Para Pihak dalam proses mediasi. 
b. Kewajiban Kuasa Hukum, meliputi: 
a) Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara  
b) Mendorong Para Pihak berperan aktif dalam mediasi  
c) Membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan 
penyelesaian  
d) Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian. 
e) Kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak dalam mediasi dengan surat kuasa 
khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan (authority 
to decide) 
5. Pemanggilan para pihak 
a. Pemanggilan Para Pihak untuk mediasi dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita 
Pengganti atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara. 
b. Pemberian kuasa dilakukan demi hukum. 
c. Tidak perlu surat kuasa. 
d. Tidak perlu ada instrumen pemanggilan dari Hakim Pemeriksa Perkara. 
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Adapun tugas dan kewajiban Jurusita atau jurusita pengganti adalah sebagai 
berikut: 
a. Melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada Para 
Pihak. 
b. Menyampaikan laporan pemanggilan (relaas) kepada mediator.  
Dalam melaksanakan proses mediasi wajib, mediator tidak terpaku kepada 
isi posita dan petitum gugatan. Dengan demikian ruang lingkup mediasi adalah: 
a. Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum 
gugatan. 
b. Untuk kesepakatan di luar posita dan petitum, Penggugat merubah gugatan 
dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan  
 
Dalam proses mediasi, keterlibatan pihak luar juga diperbolehkan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Atas kesepakatan Para Pihak, mediator dapat menghadirkan ahli, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam proses mediasi. 
b. Para Pihak terlebih dahulu harus sepakat tentang mengikat atau tidaknya 
penjelasan atau penilai ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat 
tersebut dalam pengambilan keputusan  
Adapun hasil-hasil dalam proses mediasi wajib dapat dikategorikan kepada 
4 macam hasil mediasi, yaitu: 
a. Mediasi berhasil 
a) Mediasi berhasil sebagian 
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1. Jika mediasi berhasil, Para Pihak dengan bantuan mediator merumuskan 
kesepakatan perdamaian secara tertulis. 
2. Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator. 
3. Kesepakatan Perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: 
a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. 
b. Merugikan pihak ketiga. 
c. Tidak dapat dilaksanakan. 
4. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum, Kesepakatan Perdamaian 
ditandatangani setelah ada pernyataan persetujuan tertulis dari Para Pihak. 
5. Kesepakatan Perdamaian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau 
pencabutan gugatan. 
6. Mediator melaporkan keberhasilan mediasi disertai kesepakatan 
perdamaian. 
7. Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari Kesepakatan Perdamaian paling 
lama 2 hari. 
8. Jika belum memenuhi ketentuan, Kesepakatan Perdamaian dikembalikan 
kepada mediator untuk perbaikan paling lama 7 hari. 
9. Paling lama 3 hari setelah menerima perbaikan, Hakim Pemeriksa Perkara 
membacakan Akta Perdamaian  
Mediasi berhasil sebagian ini dibedakan kepada dua hal, yaitu: 
a. Mediasi Berhasil dengan Sebagian Pihak (Pasal 29) 
a) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan 
sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi 
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mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak 
lawan.  
b) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian 
pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator. 
c) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, 
harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai 
kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).  
d) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak 
mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).  
e) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat 
mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi 
sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia 
mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.  
f) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap 
pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau 
peninjauan kembali.  
b. Mediasi Berhasil Sebagian Terhadap Objek Perkara (Pasal 30) 
a) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh 
objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan 
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Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 
ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan 
Mediator.  
b) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara 
atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.  
c) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau 
tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan 
Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.  
d) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan 
perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.  
Terhadap hasil mediasi yang berhasil sebagian, khusus untuk perkara 
perceraian, Perma No 1 tahun 2016 pada Pasal 31 menyebutkan: 
a. Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang 
tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak 
tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan 
dengan tuntutan lainnya.  
b. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan 
Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara 
perceraian.  
c. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim 
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Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan 
hukum tetap.  
d. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak 
gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan 
perkara.  
b. Mediasi tidak berhasil 
Mengenai mediasi yang tidk berhasil, Perma No 1 tahun 2016 pada pasal 32 
ayat (1) memberi ketentuan sebagai berikut: 
a) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan 
dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, 
dalam hal:  
1. Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 
30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau  
2. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.  
c. Mediasi tidak dapat dilaksanakan 
Adapun mengenai Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan, Pasal 32 ayat 2 
memberi ketentuan: 
a) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan 
memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, 
dalam hal:  
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1. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata 
berkaitan dengan pihak lain yang:  
1) tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang 
berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;  
2) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak 
berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di 
persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau  
3) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak 
berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi 
tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.  
2. melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat 
pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak 
menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan 
pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari 
kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.  
3. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.  
4. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk 
melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara 
yang berlaku. 
e. Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara 
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1. Selama pemeriksaan perkara setelah mediasi wajib tidak berhasil, Para 
Pihak dapat mengajukan permohonan untuk berdamai. 
2. Atas permohonan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah 
seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator. 
3. Jangka waktu mediasi adalah 14 hari terhitung sejak Penetapan Printah 
Mediasi  
f. Mediasi sukarela pada tahap upaya hukum 
1. Selama perkara belum diputus di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali Para Pihak atas kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. 
2. Hasil kesepakatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk 
diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi, 
atau Peninjauan Kembali. 
3. Kesepakatan harus mengesampingkan Putusan yang telah ada sebelumnya. 
4. Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan 
Kembali memutus berdasarkan kesepakatan tersebut. 
g. Mediasi di Luar Pengadilan 
1. Para pihak dengan bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa 
di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukannya 
ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan 
cara mengajukan gugatan 
2. Pengajuan gugatan tsb harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan 
dokumen2 yang membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan 
objek sengketa; 
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3. Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat: 
a) Sesuai kehendak para pihak; 
b) Tidak bertentangan dengan hukum; 
c) Tidak merugikan pihak ketiga; 
d) Dapat dieksekusi; 
e) Dengan itikad baik.  
 
C. Indikator Keberhasilan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kelas IB 
Untuk mengetahui secara jelas mengenai efektivitas penerapan PERMA No. 
1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat dilihat dari hasil 
wawancara tertulis dengan informan, mengenai indikator keberhasilan dengan 
menerapakan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa. 
Berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban dari informan tentang indikator 
keberhsilan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas IB. 
1. Pertanyaan: Menurut pendapat Bapak/Ibu, apa saja yang menjadi indikator 
keberhasilan penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 
Sungguminasa? 
2. Jawaban informan. Hasil wawancara tertulis mengenai indikator 
keberhasilan diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 2016, adalah sebagai 
berikut: 
a. Informan 1 (Drs. H. Ahmad Nur, S.H., M.H.) 
55 
 
 
 
Memang sangat penting mediator yang sudah terlatih, tapi jauh lebih dominan 
indikator berhasil atau tidaknya tergantung para pihak yang bersengketa, 
apalagi kalau perkaranya sudah kompleks. 12 
b. Informan 2 (Dr. M. Najmi Fajri, S.HI., M.HI) 
Indikator yang pertama dari internal, yaitu inisiatif dari para pihak. Kalau 
misalnya dari pertama Penggugat sudah keras dan Tergugat tidak mau balik, 
jadinya susah. Dan itu tidak jarang terjadi, apalagi kasus KDRT. Intinya, 
indikator keberhasilannya adalah dari sikap para pihak, seberapa besar mereka 
ingin menyelesaikan perkara tersebut. Indikator kedua adalah kemampuan atau 
inisiatif/teknik dari mediator yang menangani kasus tersebut.13 
c. Informan 3 (Uten Tahir, S.HI., M.H.) 
Sebenarnya yang pertama adanya kesungguhan dari mediator. Kalau tidak 
sungguh-sungguh atau misalnya ketika mediator sebelum mempertemukan 
kedua belah pihak dan sudah melihat perkaranya yang kelihatan sulit, membuat 
mediator tersebut menjadi tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan 
mediasi. Dan yang paling penting adalah sarana atau fasilitas untuk proses 
mediasi. Seperti ruangan yang ber-AC, ada tulisan-tulisan arab dan lain-lain14 
 
                                                          
12 Hasil wawancara dengan Drs. H. Ahmad Nur, M.H., Ketua Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2017. 
13 Hasil wawancara dengan Dr. Najmi Fajri, S.HI., M.HI., Hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2017. 
14 Hasil wawancara dengan Uten Tahir, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2017. 
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d. Informan 4 (A. Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.) 
Indikatornya adalah dengan para pihak beriktikad baik menjadi lebih mudah 
untuk pelaksanaan mediasi tersebut. Apalagi kalua dalam cerai gugat 
contohnya, masih ada kesempatan untuk bersama terlebih lagi jika para pihak 
baik Tergugat maupun Penggugat beriktikad baik selama proses mediasi, akan 
lebih mudah untuk berhasil.15 
e. Informan 5 (Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI) 
Indikatornya ialah ketika para pihak masih mau memperbaiki hubungannya 
kembali atau beriktikad baik untuk kembali rukun. Dan juga dukungan dari 
keluaga para pihak. Biasanya dibawa keluarganya untuk turut serta dalam 
proses mediasi meskipun sebenarnya hanya para pihak yang berkepentingan. 
f. Informan 6 (Ahmad Jamil, S.Ag) 
Hal yang paling penting menjadi indikator berhasil atau tidaknya mediasi itu 
adalah yang pertama pihak yang bersengketa. Sebagaimana yang telah diatur 
dalam perma baru itu, adanya iktikad baik. Kemudian selanjutnya adalah 
inisiatif dari mediator dalam hal ini hakim yang ditunjuk untuk memediasi para 
pihak tersebut16 
Dari hasil wawancara tersebut diatas mengenai indikator keberhasilan 
PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa, peneliti 
mendapatkan bahwa indikator tersebut terdiri atas: 
                                                          
15 Hasil wawancara dengan A. Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., Hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2017. 
16  Hasil wawancara dengan Ahmad Jamil, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
pada tanggal 22 Maret 2017. 
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1. Para pihak yang bersengketa 
2. Mediator yang professional 
3. Sarana dan/atau fasilitas mediasi 
Efektivitas dari otoritas hakim dalam penyelesaian sengketa terlihat secara 
lebih nyata dalam lingkup peradilan agama yang menangani sengketa perdata 
antara orang beragama Islam, terutama dalam kasus perceraian dan kewarisan. Para 
pihak yang bersengketa di peradilan agama menganggap hakim tidak hanya sebagai 
orang yang memiliki otoritas sebagai pejabat pengadilan, tetapi juga memiliki 
pengetahuan mengenai hukum Islam yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. 
Karenanya para pihak mau mendengar ucapan dan arahan hakim karena dipandang 
sebagai nasihat agama untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. 
Proses perdamaian perkara di lingkungan peradilan agama khusus untuk 
perkara perceraian sendiri terdiri dari dua tahapan. Pertama, ketika majelis hakim 
pemeriksa perkara berupaya menganjurkan para pihak untuk berdamai sehingga 
perceraian bias dihindarkan. Upaya majelis hakim untuk mendamaikan para pihak 
sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang 
menyatakan bahwa perceraian hanya bias dilakukan setelah pengadilan gagal 
mendamaikan pasangan tersebut. Kedua, ketika seorang mediator, baik hakim 
ataupun professional, ditunjuk oleh para pihak ataupun ketua pengadilan untuk 
memimpin proses mediasi. Hal ini sesuai dengan amanat hukum acara perdata yang 
dijabarkan lebih lanjut oleh PERMA mediasi.17 
                                                          
17 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 59 
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D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan PERMA No. 1 
Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Ada beberapa faktor yang mendukung implementasi mediasi yudisial dalam 
system peradilan di Indonesia, diantaranya adalah:18 
1. Prosedur Penyelesaian Sengketa yang Cepat, Murah dan Sederhana 
Salah satu keunggulan utama mediasi bila dibandingkan dengan proses 
penyelesaian perkara (litigasi) di pengadilan adalah prosedurnya yang relative 
cepat, murah dan sederhana. Sinergi antara kewibawaan hakim dan pengadilan serta 
keunggulan waktu mediasi inilah yang membuat metode ini berkembang pesat di 
seluruh dunia. Di Indonesia, proses mediasi di pengadilan hanya berlangsung 
kurang lebih 2 (dua) bulan sejak penunjukan mediator sampai mencapai 
kesepakatan. Waktu ini jauh lebih cepat disbanding proses persidangan yang 
menghabiskan waktu 6 (enam) bulan untuk menyelesaikan kasus di tingkat pertama 
(pengadilan negeri). Belum lagi kalua sebuah kasus mencapai tingkat banding, 
kasasi, atau peninjauan kembali, kasus tersebut dapat memakan waktu sampai 7-12 
tahun. 
Dengan sedikitnya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa 
otomatis biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit, termasuk biaya administrasi 
pengadilan, jasa advokat, transportasi dan biaya lainnya. Hal ini diperkuat lagi 
dengan kebijakan PERMA Mediasi yang membebaskan para pihak memilih 
mediator non-hakim, maka mereka harus membayar biaya jasa sesuai tarif dan 
                                                          
18 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 47-50 
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kesepakatan Karena sampai saat ini belum ada standar pengenaan biaya jasa bagi 
mediator non-hakim yang berpraktek di pengadilan. Namun Karena mediator dari 
berbagai kalangan profesi ini masih jarang mendapat kesempatan untuk berpraktek 
sebagai mediator di pengadilan, maka banyak dari mereka yang tidak mengenakan 
biaya atau pro-bono. 
Efisiensi dan efektivitas metode yang dimiliki membuat mediasi semakin 
mendapat pengaruh dan dukungan hingga sudah dipakai sebagai bagian dari system 
peradilan di banyak negara. Mediasi dalam system peradilan memberikan angin 
segar di tengah tersendatnya proses litigasi yang menyelesaikan perkara dengan 
waktu lebih lama, berbiaya tinggi, dan dengan prosedur legal formal yang 
kompleks. 
 
2. Kekuasaan di Tangan Para Pihak 
Salah satu keunggulan utama mediasi yang menjadi pembeda dengan 
metode penyelesaian sengketa yang lain adalah pemberian kehendak atau 
kekuasaan (power) kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses mediasi 
dan kesepakatan yang dihasilkan. Peletakan kekuasaan pada para pihak inilah yang 
membuat kesepakatan yang dihasilkan akan lebih memuaskan, bertahan lama, dan 
dipatuhi para pihak Karena semua hal dalam proses mediasi diputuskan sendiri oleh 
mereka. Dalam mediasi, bukan pihak ketiga (hakim atau mediator sebagai 
penengah) yang berhak menentukan arah, cara dan hasil akhir dari perundingan 
seperti di pengadilan. 
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Oleh Karena itu  mediasi juga bisa berguna untuk mengatasi masalah 
korupsi yang menggorogoti seluruh sendi hokum di Indonesia. Hal ini dikarenakan 
kecil kemungkinan bagi pihak penengah untuk mempunyai kesempatan bermain 
curang demi kepentingannya sendiri. Bila para pihak meilhat ada dugaan mediator 
tidak bersikap netral atau berperilaku tidak patut, maka para pihak bias meminta 
mediator tersebut diganti atau mundur dari proses mediasi setiap saat apabila 
mereka inginkan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar mediasi yang memberikan 
kebebasan bagi para pihak untuk menentukan kemauannya (principle of self-
determination). Walaupun mediator dimungkinkan untuk menjadi evaluator dengan 
kewenangan yang lebih besar untuk memberikan nasehat, pendapat hukum atau 
bahkan mengusulkan solusi sengketa, kekuasaaan tetap berada di tangan parap 
pihak untuk memutuskan, Karena itu, mediasi bisa menjadi ujung tombak reformasi 
hukum di Indonesia bila dilaksanakan secara efektif dan konsekuen.  
3. Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan Mediasi 
Kekuatan selanjutnya dari proses mediasi adalah hasil akhir atau kesepakatan yang 
dikeluarkan dalam bentuk Akta Perdamaian oleh Pengadilan mempunyai kekuatan 
eksekusi yang sama seperti putusan yang berkekuatan hokum tetap (in kracht). Oleh 
karena itu akta perdamaian bersifat final dan mengikat (binding) yang tidak bisa 
diajukan upaya hukum selanjutnya, baik itu banding ke Pengadilan Tinggi ataupun 
Kasasi ke Mahkamah Agung, kekuatan ini berhubungan erat dan menjamin proses 
mediasi yang cepat, murah dan sederhana. Kelebihan mediasi yang lebih final dan 
mengikat bila berhasil mencapai kesepakatan ini menarik banyak Negara di dunia 
untuk mengintegrasikannya dalam sistem peradilan mereka. 
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Adapun faktor penghambat penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di 
Pengadilan Agama Sungguminasa adalah:19 
1. Kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI 
Pelaksanaan mediasi di pengadilan pada awalnya bertujuan mengatasi masalah 
penumpukan perkara (case backlog) di Mahkamah Agung RI. Pada awal pendirian 
mediasi di pengadilan tahun 2003, kebijakan ini dilakukan dengan menyelesaikan 
sengketa secara damai di pengadilan tingkat pertama, yaitu pengadilan negeri dan 
pengadilan agama. Karena kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat 
(binding) dan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) atau In kracht maka kesepakatan 
tersebut tidak bisa dilakukan upaya banding atau kasasi. Dengan demikian kasus 
perdata bisa diselesaikan di tingkat pertama tanpa perlu banding ke Pengadilan 
Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. 
Selain itu, masih ada beberapa hal yang menunjukkan kurangnya dukungan 
Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan program mediasi di pengadilan. Sampai 
saat ini, masih banyak pengadilan yang belum mempunyai sarana dan prasarana 
untuk melaksanakan proses mediasi dengan baik, khususnya penyediaan ruang 
yang baik untuk mediasi. Fasilitas yang tersedia untuk menyelenggarakan proses 
mediasi di pengadilan masih terbatas. Walaupun hampir semua pengadilan telah 
menyediakan ruangan untuk melaksanakan mediasi, namun banyak diantaranya 
masih bercampur dengan kepentingan lain seperti perpustakaan atau ruang 
administrasi lainnya. Sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya 
                                                          
19 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam 
Memajukan Sistem Peradilan, h. 59-70 
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proses mediasi secara kondusif seperti meja bundar, whiteboard, dan ruangan 
terpisah untuk kaukus belum banyak tersedia. Bahkan masih ada proses mediasi 
yang dilangsungkan di ruang kerja hakim yang terbuka untuk kolega hakim dan 
pegawai pengadilan lainnya. Padahal ruang mediasi yang baik, nyaman, dan bisa 
menjaga kerahasiaan proses mediasi yang tertutup untuk umum menjadi pembeda 
dengan metode penyelesaian sengketa yang lain. Terjaminnya asas kerahasiaan 
proses mediasi merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya penyelesaian 
sengketa dengan baik. 
2. Rendahnya Motivasi Mediator 
Tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi adalah rendahnya 
motivasi dan dukungan hakim untuk menyukseskan mediasi di pengadilan. Banyak 
hakim di pengadilan tingkat pertama sebagai ujung tombak pelaksanaan mediasi 
merasa mereka hanya mendapat sedikit manfaat atau bahkan tidak ada sama sekali. 
Sebab paling utama dari keengganan hakim ini adalah ketiadaan kebijakan yang 
jelas mengenai jenjang karier bagi menjalan mediasi karena tugas selama ini adalah 
menyidangkan dan memutus perkara.  
 Hal lain yang juga menjadi faktor rendahnya motivasi hakim untuk 
melaksanakan mediasi adalah dari pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan beberapa hakim yang merupakan mediator di pengadilan 
Agama Sungguminasa, pada kasus tertentu saat di mediasi para pihak sudah tidak 
menunjukkan keinginan untuk berdamai. Meskipun telah dinasehati, diberikan 
arahan tentang akibat dari perceraian, akan tetapi mereka sering kali sudah menutup 
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hatinya untuk saling memberikan maaf. Hal ini yang membuat hakim selaku 
mediator menurunkan motivasinya untuk memediasi perkara tertentu.20 
3. Kualitas mediator  
Tantangan berikutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di 
Indonesia adalah masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi 
mediator. Masih banyak hakim, terutama di pengadilan yang berada di pelosok 
daerah tanah air, yang belum mendapat kesempatan mengikuti pendidikan 
mengenai mediasi. Padahal hakim harus mengikuti pelatihan sertifikasi mediator 
oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung RI. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator, hal yang sangat 
menjadi penghambat adalah sulitnya untuk mengikuti sertifikasi mediator. 
Sertifikat mediator sangat menunjang kualitas seorang hakim untuk menjadi 
mediator dalam memediasi suatu perkara.21 
 
 
                                                          
20 Hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Sunggminasa Kelas IB 
21 Hasil wawancara dengan Dr. Najmi Fajri, S.Ag. M.Ag, Hakim Pengadilan Agama 
Sungguminasa pada tanggal 22 Maret 2017. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama 
Sungguminasa dapat dinilai dari beberapa indikator, berdasarkan hasil 
wawancara dengan hakim selaku mediator diantaranya adalah; 1) Para pihak 
yang bersengketa, 2) Mediator yang profesional, 3) Saran dan/atau fasilitas 
mediasi. 
2. Efektivitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016, juga disebabkan oleh faktor 
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya antara lain: 1) 
Prosedur Penyelesaian Sengketa yang Cepat, Murah dan Sederhana, 2) 
Kekuasaan di Tangan Para Pihak, 3) Kekuatan Eksekutorial Kesepakatan 
Mediasi. Adapun faktor penghambatnya antara lain: 1) Kurangnya dukungan 
Mahkamah Agung RI, 2) Rendahnya Motivasi Mediator, 3) Kualitas mediator. 
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah efektif 
diterapkan di pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, hal tersebut dapat 
dilihat dari hasil wawancara terhadap 6 informan yang merupakan hakim 
mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa. Efektivitas penerapan PERMA 
No. 1 Tahun 2016 tidak terlepas dari indikator serta faktor pendukung dan 
penghambat sebagaimana yang telah peneliti kemukakan diatas.  
65 
 
 
 
B. Implikasi Penelitian 
1. Untuk menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 berjalan efektif di Pengadilan 
Agama Sungguminasa, diharapkan kepada semua pihak khususnya bagi pihak 
yang bersengketa untuk senantiasa beriktikad baik dalam proses mediasi, 
kemudian kepada mediator hakim untuk bersifat profesional dalam memediasi 
pihak yang bersengketa agar mediasi berhasil dan berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan 
2. Untuk lebih meningkatkan efektivitas diterapkannya PERMA No. 1 Tahun 
2016 di Pengadilan Agama Sungguminasa, Mahkamah Agung harus 
mengadakan lebih banyak pendidikan sertifikasi mediasi agar hakim di 
Pengadilan Agama Sungguminasa bisa mendapatkan sertifikat mediator yang 
merupakan penunjang tingkat kualitas mediator. 
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